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BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG

RETRIBUS] TEMPAT PELELANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! KEPULAUAN AR,

t bahwe untuk melakeanalan ketentuan delam Pasal 156 ayat
() Undang-Undeng Nomor 28 Tehun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Deerah, perlu menetapken Peraturan
Daerah tentanpg Retribusi Tempat Pelelangan;

: 1. Pasal 18 ayst ) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

2,

Telhun 1945;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003  tentang
Pembentukan KebUpaten Seram Bagian Timur, Kabupaten
Seram  Baglan Baral dan Kabupeten Kepulauvan Aru
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
155, Tambahan Leinbaran Negara Republik Indonesia
Normor 4350}

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentarig DPajalk
Daerah darn Retribusi Daerah (Lémbaran Negara Republik
Indonesia talmn 2009 Nomer 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerinitahan  Daerah  (Lémmbaran Negara  Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 244, Tambabhan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomdar 3587) sebagaimana telah
dinbah beberapa lkali ierakhir denpan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemcrintahan  Dacrah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahim 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |



5. Peratiran Menteri Dalarn Negerl Nomor 80 ‘Tahun 2015
tetitang. Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetuyjuan Bersams
TEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
dan
BUPATI KEPULAUAN ARU

MEMUTUSKAN :

. Menstapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT

PELELANGAN,

BAB I
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dalam Peraturan Destelt ini, yang dims.ksud

1.

Retribugl Tompat Pela]smgan vang sclapjutnya disebut retribusi edalah
pemibayaren penyecdisan tempét pelelangan yang secara khusuae tdisediakern
olsh Pemerintsh Daerah untuk melakilkan pelelangan ikan tétnel, beasil
bumiden hasil hutan termasuk jasa peielangan dertn fasilices lihnya yang
disediakan di tempat pelelangan.

Pemsrintah Daerah adalah Pemerintal Kabupaten Kepulauan Ari

Objek Retribusi adalah pelayaman yang disetiakan atau diberdkan aleh
Pemerintah Daereh kepade orang pribadi atan Badan untik tajuan:
kepentingan urnum. |

Subjelkk Retribusi adalah omng pribadi ateu Badan yang mengguriakan
atann menikmati pelayanan jasa yang disediakan atan diberikan olch
Petnerintal Daerali

Wailb Retribusi adalali orang pribedi dten Badan yang menurut Peratiran

. Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi, termasuk pemiingut atiu pemoteng retribusi tertentn.

Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan olch Pemerintah Dacfah
dengan menganut prinsip — pringip komersial karena pada dasafnya dapat
pula disediakan aleh sektor swasta.

Tingkat Penggunuan Jasa adalah jumlah penggunazn jasa yarg dijadikan
dasar alokasi beben biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk
penyelenggaraanjasa yarg bersangkutan,

Bupat adalah Bupatl Képulauan Aru.

Tanf Retribusi adalah hilai rupiah alalil perséritnse  terferiba  yang
ditfetaplan untuk menghitung besarnya retribuisi.



10, Petnurigiatan adadlah suatu fengkesion kegiatan milsi dari penghirmpunan
data objek dan subjek paplk atan retribusi, penentuan Besarnyd pajak atad
retiibusl yang terutafiy sampeai Kegiatan penagihan pajele aten rétripusi -
kepada wajb pailk ataw wajb retribusi serta pengawasan penyétorinnya.

" 1l.Masa Retribusi adalh suata jangka walkiu tertentu yatg merupakan batas

wakiu bapi Wajb Retribusi wntuk measfeatker . jisa dan perifinan
tertertu dari Pemeriiitah Daerah. Jman

*. 12.Surat Ketetdpan Retribusi Dasrah, yurg selanjutiya disingkat SKRD

" adalah surat kKetetapan retribusi yang menentukan besarnya jurilih polick .
retiibugi yang terutsng.

13. Dolcwmen lain yang dipersamaksain adalah surat buktt pembayaran lainnya,
Leérupa Karcis, kupon dan kartu langganan yang dibayatkan kepada Wajl
Retribusi.

14, Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selamjutnya disingkat SSRD adalah
bulkti pembayaran ateii penyetoran relmbust yang telah dilskuken dengan
metiggunaken formulir atau telsh dilakikan dengan cara lim ke kas
Daerah melalui tempat pembayaran yadg ditunjuk oleh Kepala Dacrah.

15, Surat Tegihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagiban retribust danfatau sanksi adihinistradf
berupa bunhga dahfatawa denda.

BAB 11
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pagal 2

. Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi  sebagai
" petibaydran atas  pelvanan Tempat Pelelangan yang  diberikan  olch
Pernerintah Daerah,

_ Pasal 3

{1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan. adalah penyediaan tempat pelelangan
yang secam khisnus disediskan cleh Pemerintah Daerah untuk melalkulkan
pelelangsn  {kan, ternak, hasill bismi dan hasil hutan termeasuk  jasa
pelelangan sata fasilites labanys yang dised akan di tempat pelelangan.

() Termasuk objk retfibusi sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalsh
tempat yang dikonirak olch Pemerintah Daerah ¢ari pihale lain uniuk.
dijadikan sebagai tentpat pelelangan.

[3) Dikevualikat dari objek retribiusi  sebagaimezana -dimaksud pade ayat (1}

adatal fempat pelélangan vang disediakan, dimilki dan/fatau dikelola oleh
BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pa=al 4

Subjk Retribusi adalah orang ptibadi atan Badan yang menggunaksn/

menilimati pelayanan Tempat Pelelangan.
Pasal 5
Wajb Retribusi adalh crang pribadi atau Badan yang menurit Peraturan

Perundang-Undangan Relribusd diwajibkan untuk melakukan pemnibayaran
retribusi, termasuk pemungul atau pemotong retribusi tertentu



BAB 111
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasalf

.. Retribusi- Tefpat Pele larigan digolongken sebagai Retribusi Jasa Usaha.

(1)
2

(3).

(1}

(@

(1)

@

3

&)

: BAB IV
CARA MERGUKUR TINGKAT PENG - GUNAAN JASA,

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Tempat Pelelangan diukur berdasarkan rumus
yang dibiat oleh Pemerintah Daerah.

Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat p'ehiggiinaap'
jasa dapat dditaksir berdesarkan ruthus yang dibuat oleh Panerntah
Daerah.

Tingkat pengeuriaan jusa adalah jumlah peiiggunaan jasa yarg dijdiken -
dasar alokasi beban bddya yang dipikal Pomerintzh Daerah  wituk
penyelengearaan jasa yahg bersangkutan.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8
Frinsip dai sesardn dalam penetapen tarif retribuei Temipdt Pelelarigan |
detigan memperhatikan biaya penyedizan jasa, kemampuan masyarakat,
aspek keadilan dan efektifitas.
Dalain hal penétapan tarif sepenuhnye mempcrhiatikan biaya penyediaan
jasa, penetapan torif hanya unmtok menutup sebagian biaya pengendalian
pelayanan tersebut.

BARB V1
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Tarif sebagaimana dimaksud dalaem Pasal 7 ayat (1) edalah milai rupish
yvang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang tefutang.

Tarif Retribusi dibagi dalam golongan dan ditentukan seragam memarat
golomgan, sesuai dengen prinsip dan sasaran penetapan farif retribusi
Tarif Retrilbusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen)
vang terdirl dari:

a 3% (trga persén) dipungut dari Penjual/Perilik Ikari; dan

h. 2%{dua perser) dipungut dari Pembeli/ Pedagang Papalele.

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling tama 3 figa} Tahun sekali.



{5) Tar¥ Retribusi ditinjaui kembali scbagsiniana diiakéud pada ayat @)

dilakulsri dengan mémipetbatikan indelts harpa  dani perkembarigati

- perekbnomian.
| BAB ViI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
' Fémungutan rﬁr-ihusi: vang tefitang dilakukan pafda wiliyah Kabupaten

" Kepulauan Ara, kecusl wi Iayahfti:mpat yang belum wsda pelayaban Tertpat

Pelelangan.

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT KETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi Teinpat Pelelavigan afalah jangka wakhi vang lamanya ]a.ngka
waldta yanhg l:zr_rna_nj,ra 1 [satu) bar

Pasal 12

‘Bast  Retribusi Terutang adalah pada sazt diterbitkennya Surat Ketetapan

Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamalkan

(1)

(2)

e

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSTIRAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

Surat Ketetapan Retribusi Daergh, yang sélanjutiiva  disinghat SKRD,.

adalah surdat ketetapan retribusi yang menentukan Besgrnya jinnlsh poliol
retribiisi yang terutsrig.
Permibayaran retribisi dilakulcan pada Satuan Kerdja Perangkat Dacrall yaig
inempunyal  tugas dan tanggung jawab di bidarg Pelelapgan atau

ditetapkan dengan Kepidusan Bupati

‘Sural Setoran Retribiisi Daerah yang selanjuthya disingleat SSRD adalah

bukti pembeyaran atau peoyetooan. rettibust yang telah dilakukain dengan
menggunaksan fargmulir atau tdah dilakukan dengan cara ke Kas Daerah
melalui tempat pembayaran yang dittmjuk oleh Bupati.

Wajib retribusi dapat mengajukan permchonan angsuran dan/ateu
penundaan pembavyaran, apabila, sulit membayar sckaligis dan/atau tepat
waldtu




"
@

-

(4)

®

©

AT %

PEMAN KAATAN
Fasal 14
Pemarfuz darn relribusi didtamakan wntuk méndanal pemclifaraan téripat
pelelangan. _ '
Pemnanfaatan retiibusi sebagaimana. dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Bupati. '
SANKSI ADKMNIS TRATIF
Pasal 15
Dalam hal Wajib Retribusi tidak mermbayar tepat pada waktunya atau

- kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sébesar

2% {dua persen} setap bulan dari retribusi yang teruiang yang tidak atan
kurang dibayar dan ditagihi dengan thenggunakan Surat Tagihan Retribusi
Daerah (STRD).

Sanksi sebagzimana dimsaksud pada ayar (1) dikenakan untuk paling lama
5 (lima) bulam. '
BAB XI
FENAGIHAN
Pasal 16

Rethibusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokuainen lan yang
dipersamalan.

Dokurrien laint yang dipersamakan scbagaitiiana dimakswud pada ayat (1)
dapat Berupa karcis, Kupon dan kariu langganan.

- Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak memhbayar, dikenalkan sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2 % [dua persen) setiap bulan dari

retribfusi vang terutang tidak atan kurang dibayar atau ditagih dengan

mengginakan STRD. .

Penagihan Retribusi sebggaimena dimaksud pada ayat (1) didahului

dengan Surat teguran.

Hak untuk melakukan penagihan Rettibusi menjpdi kedaluwarsa setelah

melarnpawi walkhl 3 figa) Tahun sgjak seat terutanghya Retribusi, kecuali

jika Wajgb Retribusi melakukan tindak pidena di bidang Retribusi

Kedaluwarsa penagiharn Retribusi sebagaimana dimalksud peda ayat (1)

tertangpuh apabila :

a diterbitlin Surat Teguran atan

b ada pengakuan Wang Retribusi dan Wajib Retribusl, balk kingsurvig
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ajgst (4)

huruf a, kedaluwarsa pehagihen dibitung sejale tanggal diterimanya Surat

Teguran tersebut.



BAR XTI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YAN(G KEDALUWARSA

Pasal 17

{1} Hak untuk rmelikuksn penapihan Retribusi i denjadi kedaluwarsa setelah

meldmpaui wakiu 3 (tige) Tehom terhitunig sejgk sast terutangnya
Retribusi, kecuali jika wajb Rebdbos melalukan tindak ,pidaﬂa di hidarig

: Retribuisi.

" (3 Bupati mmefapl{an Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi  yarig
sutah kedaluiwarss sébagsimana dimalksid pada ayat (1).

(3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah kedaluwarsa Bupati belum
menetapkan keputusar sebagaimema dimaksud jpada avat (2), imalka
dignggap telah diliapus.

BAB XIV

Passal 18
Peratiran Dasrah in mulai bedakin pada. tangzal diundangkan.
Agar setiap orafig dapat m&nylﬁhuinya memerintabkan pengundangan
Petatiran Deefsh ini déngan -penempatannya dalarh  Lembaran  Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkdan d Debo

pada tanggal 19 April 2017

BUPATI KEPULAUAN ARU,

it
JOHAN GONGA

Diundangkan di Ddbe
pada tariggal 8 Agusfus 2017

SEEKRETARIS DAERAH XKABUPATEN KEPULAUAN ARU,

tid

MOLAMAD DJIPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2017 NOMOR 16



NOREG PR ATURAN DARRAM KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINS!
MALUKU: NOMOR 44 /TAHUN 2017

" Balinan sesuai dengsn asliniys
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NOVY EDWIN M. SOLISSA SH
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